
ABSTRAK 

 

Salwa Aulia Fatimah, 1203010138, Implementasi Peraturan Mahkamah  

Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik 

Di Pengadilan Agama Depok. 

Kemajuan teknologi serta informasi yang melesat membuat Mahkamah 

Agung berinovasi untuk membuat peradilan elektronik. Berdasarkan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara 

Elektronik ini menjadi harapan terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat 

dan biaya ringan yang dapat memberikan layanan terbaik untuk para pencari 

keadilan yang terpaut akan adanya jarak. Namun, berbagai hambatan masih 

terjadi dalam proses pelaksanaan mediasi elektronik tersebut, dan perlu adanya 

upaya optimalisasi dari adanya mediasi elektronik agar di pelaksanaan 

berikutnya terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan 

pelayanan hukum berbasis elektronik di Pengadilan Agama Depok. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi secara 

elektronik di Pengadilan Agama Depok, untuk mengetahui faktor yang 

menghambat serta faktor pendukung mediasi secara elektronik di Pengadilan 

Agama Depok, serta untuk mengetahui upaya pengoptimalisasikan mediasi 

secara elektronik di Pengadilan Agama Depok. 

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono 

Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang memengaruhi 

efektifitas hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegakkan hukum, faktor sarana 

atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu 

dengan menyelidiki implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama 

Depok. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis empiris. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Implementasi mediasi 

elektronik di Pengadilan Agama Depok sepanjang tahun 2022-2024 sudah 

dilakukan sebanyak 5 kali hal tersebut sesuai dengan ketentuan PERMA No 3 

tahun 2022 namun pelaksanaan dilapangannya, masih memerlukan 

penyesuaian yang terus-menerus. Kedua, faktor pendukung dari mediasi 

elektronik di Pengadilan Agama Depok secara internal salah satunya yaitu, 

infrastruktrur teknologi yang memadai. Sedangkan secara ekternalnya yaitu 

kemajuan teknologi dan informasi yang pesat. Faktor penghambat secara 

internalnya yaitu, keterbatasan penggunaan teknologi. Sedangkan secara 

ekternalnya yaitu akses internet yang tidak merata di beberapa daerah yang 

letaknya terpencil. Ketiga, untuk meminimalisir faktor penghambat tersebut, 

Pengadilan Agama Depok melakukan upaya optimalisasi dengan melakukan 

monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mediasi 

elektronik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan 

hasil yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. 

Kata kunci: Mediasi Elektronik, Perma No.3 Tahun 2022, Pengadilan Agama. 


